
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/94 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEI{YUSUN RANCANGAI.I PERATURAN DAERAH

PROVINSI TENTANG PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI PAPUA TENGAH

Menimbang: a.

b.

Mengingat : 1.

2.

3.

GUBERNUR PAPUATENGAH,

bahwa dalam rangka meningka'.kan efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan
penataar kelembagaan perangkat daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurrf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Pembentukal Tim Penyusun Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi tentang Penataan Kelembagaan Provinsi
Papua Tengah;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Frovinsi Papua (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahnn 2O2l tenlang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O23 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 terrtang Hubungal
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daeralr (l,embaral Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

4.Undang-Undang .../2
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Tengah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahwn 2O22 Nomor f58, Tambahan Lembaran Negara
Repubtk Indonesia Nomor 6804);

5. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaral Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2OL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Ta}::tn 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
64021;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

8. Peraturan Pemerintah Nomor lO7 Tah:un 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021, Nomor 239, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 673);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36), sebagaimana
telah diubah dengan Peratural Menteri Dalarn Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

1O. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor I Tahun 2O22
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun
2025 tenlang Anggaran Pendapatan dal Belanja Daerah
Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (l*rnbaran
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 1);

12. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daeralr Frovinsi Papua Tengah Tahun Anggaral 2O25 (Berita
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);
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MEMUTUSI(AN:

Ditetapkal di Nabire
pada tanggal 23 Apnl2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

cAP/T',rD

MEKI NAWIPA
Salinan sesuai dengan aslinya

O HUKUM

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NrP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disamDaikan keoada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Nabire;
2. Ketua DPRPI di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPEzuDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang
Penataan Kelembagaan Provinsi, dengan susunan keanggotan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memberikan arahan kebijakan penlrusunan Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi tentang Penataan Kelembagaan
Provinsi;

b. melakukan penelaahan dan pencermatan terhadap
Rancangan Peraturan Provinsi tentang Penataan
Kelembagaan Provinsi;

c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2O25.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



c.
d.
e.

a. Pengarah

b. Penanggungjawab

Salinan sesuai dengan aslinya
HUKUM,

MANURUNG, SH., M.H.
NIP 1976060824O2t2tOO2

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/94 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PET{YUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI TENTANG PENATAAN
KELEMBAGAAN PROVINSI PAPUA TENGAH

1. Gubernur Papua Tengah
2. Wakil Gubernur Papua Tengah
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
Tengah
Kepala Biro Organisasi Setda
Kepala Biro Hukum Setda
1. Dr. Zakharias F. Marey, S.Sos., M.T.
2. Ukkas, S.Sos, M.KP.
3. Elias Wakerkwa, S.STP.
4. ElnyYusuf Lallo, S.H.
5. Ester Yeimo, S.Sos.
6. Yosep Degei, S.STP.
7. Ola Iyai, S.T., M.T.
8. Jhon Charles Sinambela, S.H.
9. Friska Sitorus, S.Sos.
10. Andreas Victor Juvan Ratu, S.STP.

GUBERNUR PAPUATENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Ketua
Sekretaris
Anggota

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM


